WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBEBASAN BIAYA PEMANFAATAN
MOBIL AMBULANS BAGI WARGA KOTA PASURUAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa guna meningkatkan mutu dan layanan
Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono
Kota Pasuruan dalam menyediakan mobil
ambulans bagi warga Kota Pasuruan, perlu diatur
pembebasan biaya pemanfaatannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembebasan
Biaya Pemanfatan Mobil Ambulans Bagi Warga
Kota Pasuruan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah  Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

10. Peraturan ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016
tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5942);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 62);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

18. Peraturan ...



18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun
2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam  Penyelenggaraan  Program = Jaminan
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun
2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base
Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Nomor O01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012
Nomor 06);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

24. Peraturan ...



Menetapkan :

24.

25.

26.

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun
2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah
Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor
68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan
Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.
Soedarsono Pasuruan (Berita Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2015 Nomor 46);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.
R. Soedarsono Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana
telah  diubah dengan Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit
Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor
435);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan
Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PEDOMAN
PEMBEBASAN BIAYA PEMANFAATAN MOBIL
AMBULANS BAGI WARGA KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

2. Mobil ...



2.

4.

(3)

(4)

(6)

Mobil Ambulans adalah kendaraan yang dilengkapi
dengan perlatan medis untuk mengangkut pasien
ke fasilitas kesehatan yang dituju.

Mobil Ambulans Jenazah adalah mobil unit yang
dipergunakan untuk mengantar jenazah dari
rumah sakit ke rumah yang bersangkutan atau ke
tempat persemayaman/pemakaman.

Warga adalah warga Kota Pasuruan yang
dibuktikan dengan dokumen kependudukan resmi
berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk,
atau surat keterangan lain dari pejabat yang
berwenang.

BAB II
PEMANFAATAN MOBIL AMBULANS

Pasal 2

Mobil Ambulans dan Mobil Ambulans Jenazah
merupakan mobil kedinasan milik RSUD.

Tenaga yang mendukung operasionalisasi mobil
adalah tenaga medis dan/atau tenaga
keperawatan, sopir, serta dapat juga dilengkapi
dengan tenaga satuan pengamanan yang
semuanya merupakan pegawai RSUD.

Penjadwalan operasionalisasi Mobil Ambulans dan
Mobil Ambulans Jenazah dilaksanakan oleh
koordinator sopir dengan memperhatikan
kelayakan Mobil Ambulans dan Mobil Ambulans
Jenazah dimaksud.

Untuk tenaga pendamping rujukan ditetapkan
berdasarkan tingkat kegawatan pasien.

Untuk Mobil Ambulans Jenazah dapat disertai
dengan tenaga satuan pengamanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar
Operasional Prosedur pemanfaatan Mobil
Ambulans dan Mobil Ambulans Jenazah diatur
oleh Direktur RSUD.

Pasal 3

Mobil Ambulans dapat dimanfaatkan tanpa dikenakan
biaya pemanfaatan bagi warga, dengan ketentuan:

a.

bukan peserta BPJS Kesehatan/BPJS
Ketenagakerjaan,;

b. bukan ...



b. bukan peserta asuransi/jaminan kesehatan non
BPJS yang dalam klausul polisnya menanggung
biaya ambulans;

c. kategori miskin yang biaya pelayanan
kesehatannya ditanggung oleh Pemerintah Kota
Pasuruan;

d. pasien yang dirujuk adalah pasien RSUD; dan

e. jenazah yang diantar ke rumah dan/atau ke
tempat pemakaman adalah pasien RSUD.

Pasal 4

(1) Biaya yang timbul terkait pembebasan biaya
pemanfaatan ambulans sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota
Pasuruan.

(2) Besaran biaya pembebasan biaya pemanfaatan
ambulans merujuk pada peraturan perundang-
undangan tentang retribusi pelayanan kesehatan.

(3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan untuk membayarkan klaim dari pihak
RSUD yang telah memberikan pelayanan terkait
mobil ambulans kepada warga.

(4) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah RSUD.

(5) Proses klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur
RSUD.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Maret 2018

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 15



